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ABTRACT 

 
 
This research is quantitative research to exam of the application performance 
based budgeting. The  sample used in this study is the populated sample of the 
entire regional work units (SKPD) Bengkulu city government. It means all the 
entire regional work units (SKPD) Bengkulu city government found in  Bengkulu 
Town taken as the sample of this study. Tests carried out on the data obtained 
from questionnaires of 51 respondents. While the technique used to test the 
hypothesis of this research are the F- test and T-test with a significant level of 5%. 
From the results of the F- test and T- test  computation found that of the Planning 
budget variable have a negative impact to the performance accountability of 
public institution.management area in Bengkulu city government on education, 
while implementation, reporting and evaluation budget variable have a positive 
impact to the performance accountability of public institution.management area 
in Bengkulu city government on education. 
 
 
Keywords: Performance Based Budgeting planning budget, the implementation 

of the budget, reporting / accountability budget, and performance 
evaluation, Performance Accountability of Public Institution. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk membuktikan pengaruh 
penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Pengujian dilakukan terhadap 
data yang diperoleh dari kuesioner sebanyak 51 responden SKPD. Adapun teknik 
yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah uji-F dan uji-t 
dengan tingkat signifikan 5 %. Dari hasil uji-F dan uji-t diketahui variabel 
Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bengkulu. Sedangkan variabel 
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bengkulu. 
 

 
 
Kata kunci: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan 

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Anggaran, 
Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang 

dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja dalam 

satuan moneter. Anggaran disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka 

waktu yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Anggaran dibuat untuk 

merencanakan serta merincikan seluruh dana kegiatan dalam organisasi sektor 

publik. Bila menyinggung soal anggaran maka hal itu sangat sensitif bagi sektor 

swasta karena mereka menganggap anggaran tersebut bukan sesuatu yang untuk 

di publikasikan. Tetapi lain halnya jika membicarakan di sektor publik, publik 

sudah layaknya mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, 

dilaksanakan sampai ke tahap evaluasi kinerja anggaran. 

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada 

tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang harus diberikan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Halim, 2007). Pengelolaan 

pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran 

pemerintah daerah. 

Pemerintah mengeluarkan tiga paket perundang-undangan di bidang 

keuangan dalam rangka reformasi keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 

 



2 
 

Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. 

Reformasi keuangan tersebut telah menghasilkan perbaikan dalam sistem, 

prosedur dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah. Salah satu 

aspek yang harus diperhatikan dalam reformasi tersebut adalah penggunaan 

sistem anggaran berbasis kinerja. 

Tuntutan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas 

publik pemerintah melakukan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses 

penyusunan APBD yang dinamakan reformasi anggaran dengan penerapan 

anggaran berbasis kinerja. Hal itu dilakukan agar terwujud pemerintah yang dapat 

dipercaya, profesional  dan akuntabel. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara telah 

menetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang merupakan 

suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang 

ingin dicapai. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 21 tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini, 

disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti  telah 

terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. 

Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau 

pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi 
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atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif dalam pelaksanaannya dan mencapinya 

suatu hasil (outcome). 

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan 

dalam target kinerja pada setiap unit kinerja (Halim, 2007). Anggaran berbasis 

kinerja berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, 

misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan 

sumber daya pada program dan memakai ukuran output sebagai indikator kinerja 

organisasi. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi 

berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya 

kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik 

(Mardiasmo, 2002).  

Anggaran berbasis kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, 

apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita 

harus fokus pada "apa yang ingin dicapai". Sistem ini menitikberatkan pada segi 

penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya 

diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah prestasi dari 

tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Anggaran 

berbasis kinerja disusun dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi 

pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sehingga dengan 
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adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan 

secara optimal sehingga pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas yang berprinsip pada konsep value for money.  

Menurut LAN Tahun 2008 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar 

terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya 

penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan proses 

penyusunan anggaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi 

kinerja. 

Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang  

memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang. Pada 

tahap perencanaan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran 

pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu 

diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih 

dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum instansi 

melakukan operasinya, setiap kepala bagian harus lebih dahulu merumuskan 

kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan 

dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. 
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Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan 

baik dan akuntabilitas kinerja dapat terlaksana dengan baik pula. Hal ini didukung 

oleh Muda (2005), perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja dimana semakin baik perencanaan anggaran maka 

akuntabilitas kinerja yang dilakukan pemerintah akan semakin efektif.  

Pelaksanaan anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan anggaran yaitu tahapan dilaksanakannya 

anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi. Untuk kepentingan 

pengawasan setiap atasan membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis 

anggaran disampaikan pada atasan. Hal ini juga didukung oleh Muda (2005), 

pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

dimana semakin baik pelaksanaan anggaran maka akuntabilitas kinerja yang 

dilakukan pemerintah akan semakin efektif.  

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, 

besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau 

kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Tujuan pelaporan realisasi 

anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas 

pelaporan secara tersanding. Laporan kinerja yang harus dibuat meliputi laporan 

kinerja keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non keuangan untuk dapat 

digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan 
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dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini 

didukung oleh Haspiarti (2012) pelaporan anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dimana semakin baik pelaporan anggaran 

maka akuntabilitas kinerja yang dilakukan pemerintah akan semakin efektif.  

Evaluasi kinerja anggaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara 

penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi 

secara keseluruhan. Tujuan dari evaluasi kinerja menurut Mangkunegara (2005) 

Meningkatkan pengertian antara pegawai tentang persyaratan kinerja, mengakui 

hasil kerja seorang pegawai, Memberikan peluang kepada pegawai untuk 

peningkatan karirnya, merumuskan sasaran masa depan sehingga pegawai 

termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya, serta melakukan pengembangan 

potensi pegawai. Hal ini didukung oleh Haspiarti (2012) evaluasi anggaran 

berpengaruh positif namun tidak signifterhadap akuntabilitas kinerja dimana 

terlaksananya evaluasi anggaran dengan baik maka akuntabilitas kinerja yang 

dilakukan pemerintah akan semakin efektif.  

Menurut Harjanti (2009), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah 

terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nina (2009) menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis 

kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi 

pemerintah daerah. Karena hasil penelitian tersebut peneliti ingin meneliti tentang 

penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Bengkulu. 
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Dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia tidak lah 

mudah hal itu disebabkan oleh karena perubahan sistem penganggaran. Selain itu 

tantangan untuk merubah mindset lembaga eksekutif dan legislatif juga 

merupakan tantangan yang berat. Terutama mindset DPR dalam rangka 

pembahasan dan penetapan APBD berubah menjadi output base tidak lagi input 

base. 

 Pada penelitian ini peneliti mencoba membuktikan pengaruh penerapan 

anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota 

Bengkulu. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah di Indonesia 

sudah dicanangkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang keuangan Negara dan mulai diberlakukan secara bertahap sejak 

Tahun 2005. Pemerintah Kota Bengkulu telah menyesuaikan struktur APBD 

secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistem 

anggaran tradisional ke sistem berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 

 Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan data APBD Tahun 2011 dan 2012 

secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan 

perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya. Sesuai dalam LAKIP 

Kota Bengkulu dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan 

bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realiasasi anggaran 

kegiatan terdapat ketidaktercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara dana yang 

dianggarkan dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran.  
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Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bengkulu secara kumulatif 

adalah sebesar 94,293 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif 

ini, maka kinerja Kota Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil. Secara 

umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, 

sinergitas antara program yang satu dengan lainnya, kurang tertibnya unit kerja 

dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja serta masalah 

anggaran yang harus didistribusikan dengan baik untuk menunjang program 

pembangunan (LAKIP Kota Bengkulu 2012). 

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas 

publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan 

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pada akhirnya dapat 

diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah. 

 Melihat berbagai permasalahan yang diuraikan diatas peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu”. 

 
1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  
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1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Kota Bengkulu? 

2. Apakah  Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Kota Bengkulu? 

3. Apakah  Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu? 

4. Apakah Evaluasi Kinerja Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu? 

 
1.3     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban 

Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Bengkulu. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Evaluasi Kinerja Anggaran 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta menjadi 

referensi, khususnya yang mengkaji mengenai topik-topik yang berkaitan dengan 

anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dan tambahan literatur dalam penelitian 

lebih lanjut terkait masalah anggaran berbasis kinerja. 

 
1.4.2  Manfaat Praktis 

   Bagi instansi yang bersangkutan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan pemasukan bagi pemerintah daerah dalam rangka 

penerapan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

instansi yang bersangkutan. 

 
1.5    Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya batasan masalah dalam 

penelitian. Peneliti memfokuskan pada pengaruh penerapan anggaran berbasis 

kinerja (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi) terhadap akuntabilitas 

kinerja. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Pemilihan sampel dengan metode 

sensus.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Telaah Teori 

2.1.1 New Public Management 

Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen 

sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan 

kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang 

fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar 

perubahan kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran 

pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut 

adalah pendekatan New Public Management (NPM). Model NPM berfokus pada 

manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. 

Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada 

pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan 

biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era 

NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1995) 

dalam Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintahan katalis (fokus pada pemberian arahan bukan produksi layanan 

publik), 

2. Pemerintah milik masyarakat (lebih memberdayakan masyarakat daripada 

melayani
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3. Pemerintah yang kompetitif (mendorong semangat kompetisi dalam 

pemberian pelayanan publik), 

4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi (mengubah organisasi yang 

digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi), 

5. Pemerintah yang berorientasi hasil (membiayai hasil bukan masukan), 

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan (memenuhi kebutuhan pelanggan, 

bukan birokrasi), 

7. Pemerintah wirausaha (mampu menciptakan pendapatan dan tidaks ekedar 

membelanjakan), 

8. Pemerintah yang antisipatif (berupaya mencegah daripada mengobati), 

9. Pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja), 

10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (mengadakanperubahan 

dengan mekanisme pasar/sistem insentif dan bukan mekanisme 

administratif/sistem prosedur dan pemaksaan). 

Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi 

yang sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagi 

masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien 

dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995) 

dalam Mardiasmo (2002). 

 
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran lain,  

yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2006). 
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Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam 

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam 

bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas Mardiasmo (2002). 

 
2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem anggaran 

yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan 

rencana strategis organisasi (Bastian 2006). 

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah 

penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin 

dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).Sesuai dengan pengertian 

anggaran bebasis kinerja, diharapakann adanya efisiensi dalam membuat 

anggaran. Dengan Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan 

tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah 

daerah. 

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. 
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Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan 

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. 

Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang 

berarti berorientasi pada kepentingan publik ( Mardiasmo,  2002). 

Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan 

menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu 

tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding dengan 

pemenuhuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja 

menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (inovasi) dan strategi 

untuk menyiasati keterbatasan sumber daya. 

Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang 

disebabakan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan 

pendekatan kinerja sangat menekankan konsep value for money dan pengawasan 

atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan 

pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistimatis dan rasional dalam 

proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).  

 
2.1.2.1 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 

Tujuan penerapan ABK yaitu: 

1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayangakan 

dicapai (directly linkages between performance and budget); 
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2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan(operational 

efficiency); 

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalammelaksanakantugas 

dan pengelolaan anggaran (more flexibilityand accountability). 

Menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasisi Kinerja (Deputi IV 

BPKP), kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan 

implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 

2.  Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 

3.  Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu 

dan orang). 

4.  Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 

5.  Keinginan yang kuat untuk berhasil. 

 
2.1.2.2 Kerangka Kerja Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara 

sistematik. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja 

menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP 

(2005) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis 

kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang 

dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaiki 

terus menerus. 
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Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan 

bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam 

rencana strategik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP    

(2005). 

Berdasarkan dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa awal proses 

perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. 

Penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk mennetukan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan 
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digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat 

hrus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholders 

utama. Pada umumnya rencana strategis umumnya memiliki jangka waktu 

beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi, misi, tujuan, 

sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta 

menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan 

suatu program/kegiatan. 

Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap 

tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya 

memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu 

tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan 

pemerintah untuk satu periode tahunan. 

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana 

anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil-hasil (outcome) yang akan 

dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran 

dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan 

hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis 

maupun rencana kinerja tahunannya. 

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan 

persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran 

tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan 
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yang telah disetujui masing-masing instansi menyusun rencana operasional 

tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah 

dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya 

termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya. 

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang 

telah disetujui dan renacana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. 

Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat 

kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akan 

dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah 

ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif 

yaitu dokumen kontrak kinerja. 

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, 

manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah 

dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun 

kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja 

dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi 

laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat 

digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya. 

 
2.1.2.3 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja 

 
Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran 

Berbasis Kinerja, terdapat beberapa karateristik dalam anggaran berbasis 

kinerja,karateristik dalam anggaran berbasis kinerja diantaranya:   
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1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai  

2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai  

3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan ABK 

4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja  

 
2.1.2.4 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja  

 
Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikanya prinsip-

prinsip anggaran berbasis kineja. Menurut Halim (2007) prinsip-prinsip anggaran 

berbasis kinerja yaitu:  

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran  

2. Disiplin anggaran  

3. Keadilan anggaran  

4. Efisiensi dan efektivitas anggaran  

5. Disusun dengan pendekatan kinerja  

 Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1. Tranparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

 Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, 

sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau 

proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. 

Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana 

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 
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2. Disiplin Anggaran 

 Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja 

yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran 

belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan 

kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan 

kegiatan/proyek yang diusulkan. 

3. Keadilan Anggaran 

 Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara 

adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi 

dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui 

peran serta masyarakat secara keseluruhan. 

4. Efesiensi  dan Efektifitas Anggaran 

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, 

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik 

mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang 

maksimal untuk kepentingan stakeholders. 

5. Disusun Dengan Pendekatan Kinerja 
 

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input 
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yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya 

atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. 

 
2.1.2.5 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut halim 

(2007) menjelaskan elemen-elemen penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu 

dalam anggaran berbasis kinerja adalah: 

1. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya  

2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapain kinerja dapat  

diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan 

prestasinya. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan 

dalam manajemen perencanaan, pemograman, pengganggaran dan evaluasi. 

 Sedangkan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) menjelaskan elemen-elemen 

utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu: 

1. Visi dan Misi yang hendak dicapai.  
 

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka 

panjang. Sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi 

akan dicapai.  

2. Tujuan  
 

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan 

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan 
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misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta 

tantangan yang realisitis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain memberikan 

gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara jelas menggambarkan 

arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis, 

mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai.  

3. Sasaran  

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai 

tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik 

adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, 

relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, 

timely/smart) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus 

mendukung tujuan (support goal).  

4. Program  

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai 

bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi 

menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome. 

Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta 

masuk akal dan dapat dicapai.  

5. Kegiatan 

Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud 

menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan 

yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program. 
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2.1.2.6 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja 

Mardiasmo (2002) mengemukakan pentingnya Anggaran berbasis kinerja 

bagi pemerintahan, karena beberapa alasan yaitu : 

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan 

sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.  

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang 

tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. 

Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity 

of resources), pilihan (Choice), dan trade off. 

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung 

jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrumen 

pelaksanaan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga publik yang ada. 

Secara umum Mardiasmo (2002) menerangkan anggaran sektor publik 

atau organisasi pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai : 

1. Alat perencanaan,  

2. Alat pengendalian,  

3. Alat kebijakan fiskal,  

4. Alat politik,  

5. Alat koordinasi dankomunikasi,  

6. Alat penilaian kinerja,  

7. Alat motivasi,  

8. Alat menciptakan ruang publik.  



24 
 

 
 

 Kemudian Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Keuangan (2008) Penerapan anggaran berbasis kinerja akan 

memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut: 

a. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang 

terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan 

pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran 

yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan 

dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan 

penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing 

program.  

b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk menuju 

pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan anggaran yang jelas, 

dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran 

dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan 

adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan 

mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah;  

c. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah 

keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan 

khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja maka setiap departemen dipaksa untuk fokus pada 

tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang 
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bersangkutan. Selanjutnya penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing 

departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.  

d. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada posisi 

yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional 

ketika pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Parlemen dan lembaga 

perencanaan serta departemen keuangan akan lebih mudah untuk menetapkan 

kebijakan, menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing departemen karena 

adanya kejelasan dalam prioritas pembangunan, output yang hendak dicapai dan 

jumlah penganggaran yang diusulkan dan dialokasikan oleh masing-masing 

departemen.  

e. Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, 

kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan 

departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Dengan 

penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan, pimpinan akan tetap fokus 

untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu terganggu oleh 

keterbatasan sumber daya.  

f. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Dengan 

adanya fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta 

efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda 

apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. 

 
2.1.2.7 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 

 Menurut Nordiawan (2006) mengemukakan tahap-tahap penyusunan 

anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :  
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1. Penetapan strategi organisasi  

2. Pembuatan tujuan  

3. Penetapan aktivitas 

4. Evaluasi dan pengambilan keputusan  

 Adapun penjelasan menurut Nordiawan (2006) tentang tahapan 

penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Penetapan Strategi organisasi  

Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang 

memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah 

organisasi. 

2. Pembuatan Tujuan  

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun 

atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan operasional 

merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi. 

3. Penetapan Aktivitas 

Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran karena 

penetapan aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional 

yang telah ditetapkan. 

4. Evaluasi dan Pengambilan keputusan  

Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah 

pengajuan anggaran disiapkan adalah proses Evaluasi dan pengambilan keputusan 

karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh 
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organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit 

untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat. 

 
2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

2.1.3.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan  LAN Tahun 

2008, akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban 

seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan 

dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa 

laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini 

merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit 

organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan 

kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya 

manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber 

daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, 

peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik. 

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan 

bahwa  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk 
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mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui 

media pertanggungjawaban secara periodik. 

 
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, 

pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan. 

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

5.  Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 

6.  Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dantujuan 

yang telah ditetapkan. 

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan 

komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung 
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jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

 
2.1.3.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, 

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Penetapan perencanaan stratejik. 

2. Pengukuran kinerja. 

3. Pelaporan kinerja. 

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja 

secaraberkesinambungan. 

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 

 

 

 

 

 
Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007 

 
Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada 

gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang 

meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang 
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akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan 

stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat 

setiap tahun.  

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin 

dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang 

bersangkutan serta  strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan 

tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, 

tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, 

dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut 

merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. 

Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran 

kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan 

data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.  

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak 

yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat 

dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara 

berkesinambungan. 

 
2.2 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

2.2.1 Perencanaan Anggaran 

Perencanaan anggaran merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi 

ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. 
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Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan 

membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang 

dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan 

yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Winardi, 2007). 

Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum instansi melakukan operasinya, 

setiap kepala bagian harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang 

akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-

kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana 

tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. anggaran sangat 

berpengaruh dalam keberlangsungan suatu instansi. Dalam sektor publik, 

penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap 

program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif, 

apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Anggaran sektor publik 

mempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan dalam bentuk 

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik 

menggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang bersangkutan, 

karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi itu diperiode 

mendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan moneter. Anggaran publik 

merupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa 

banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana 

tersebut. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan 

judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya 

Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa  terdapat pengaruh Perencanaan 

Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat 

Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1:Perencanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 
2.2.2 Pelaksanaan Anggaran 

Menurut Permendagri Nomor 3 tahun 2007 pengertian pelaksanaan 

Anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna Anggaran. 

Pelaksanaan anggaran yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit 

kerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan setiap 

manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis anggaran 

disampaikan pada redaksi. 

Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu : 

1. Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua 

menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan 

anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga 
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2. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk 

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran 

yang ditetapkan oleh Presiden. 

3. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak 

dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk 

mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, 

serta pendapatan yang diperkirakan. 

4. Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan anggaran 

Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang 

bersangkutan. 

5. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan 

disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum 

negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.       

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan 

judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya 

Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa  terdapat pengaruh Pelaksanaaan 

Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat 

Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2:Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 
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2.2.3 Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, 

besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau 

kegiatan atau program yang telah dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.Pelaporan 

keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan manfaat keputusan baik 

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek 
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maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan 

pinjaman. 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah 

daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan 

yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Jenis laporan keuangan yang harus disiapkan dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah, baik di lingkungan SKPD maupunn SKPKD meliputi: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menjanjikan 

ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola 

oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi 

dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. 

2. Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi 

keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 

tanggal tertentu. 

3. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta 

saldo kas pada tanggal pelaporan. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan, analisis, atau daftar 

terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, 

neraca, dan laporan arus kas. 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan  

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelaporan 

Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kota Pare-

Pare yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3:Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 
2.2.4 Evaluasi Kinerja 

 Anggaran merupakan alat pengendalian/pengawasan (controlling). 

Pengendalian berarti melakukan evaluasi/menilai atas pelaksanaan pekerjaan 

dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukan 

tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. Selain itu, ada pula yang 

menambahkan fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan 

suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. 

Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-

taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi 

setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. 

 Menurut Winardi (2007) tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar 

organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan 

kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka 

pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut 

dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga dengan 
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adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu 

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan  

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Evaluasi 

Kinerja Anggaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

pada Kota Pare-Pare yang positif dan tidak signifikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Evaluasi Kinerja Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 
2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian pengaruh penerapan anggaran berbasis 

kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui 

tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja dapat lihat dari bagan 

dibawah ini: 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey 

yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan 

menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini disebut juga kausatif yaitu hubungan 

yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara 

jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) dan 

variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2012).  

 
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

veriabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah 

akuntabilitas kinerja, sedangkan variabel independen adalah perencanaan 

anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja 

anggaran. 

 
3.2.1 Perencanaan Anggaran  

Perencanaan anggaran (Mardiasmo, 2002) adalah taksiran pengeluaran 

atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan memperhatikan 

uncertainty(tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakan 

pendekatan bottom up, pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaan 
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daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menetapkan arah dan 

kebijakan umum APBD. Dari pendapat  tersebut dapat dipahami bahwa 

perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem 

untuk mendukung tercapainya tujuan. Variabel ini diukur dengan instrumen yang 

telah digunakan oleh Haspiarti (2012)  berdasarkan 6 indikator yaitu: visi, misi, 

tujuan, sasaran program dan kegiatan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam 

renstra organisasi. Daftar pernyataan terdiri dari 10 pernyataan. Perencanaan 

anggaran di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak 

setuju) menunjukan perencanaan anggaran tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) 

untuk menunjukan perencanaan anggaran sudah efektif. 

 
3.2.2 Pelaksanaan Anggaran 

Pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2002) adalah dokumen yang membuat 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan anggaran yaitu tahapan 

dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi. 

Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Haspiarti  (2012)  

berdasarkan 2 indikator yaitu penyediaan dana dan pelaksanaan pendapatan dan 

belanja. Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan. Pelaksanaan anggaran di ukur 

berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan 

Pelaksanaan anggaran tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) untuk menunjukan 

Pelaksanaan anggaran sudah efektif. 
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3.2.3 Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran 

Pelaporan anggaran (Mardiasmo,2002) adalah penyandingan antara 

anggaran dan realisasinya yang mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, 

besarnya anggaran yang telah dikeluarkan serta pencapaian hasil kerja atau 

kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Variabel ini diukur dengan 

instrumen yang telah digunakan Haspiarti  (2012)  yang terdiri dari tiga 

pernyataan. Dalam pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja pelaporan 

dibedakan menjadi laporan keuangan dan laporan kinerja yang mempunyai peran 

yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Daftar pernyataan terdiri dari 3 

pernyataan. Pelaporan anggaran di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya 

nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan Pelaporan anggaran tidak efektif dan nilai 

5 (sangat setuju) untuk menunjukan Pelaporan anggaran sudah efektif. 

 
3.2.4 Evaluasi Kinerja Anggaran 

Evaluasi kinerja (Mardiasmo, 2002) diartikan sebagai suatu sistem dan 

cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun 

organisasi secara keseluruhan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas laporan 

kinerja, pimpinan bisa melakukan evalusi sehingga bisa mengetahui dan 

menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi 

penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa 

mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan 

tersebut. 

. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan Haspiarti  

(2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan. Evaluasi kinerja di ukur 
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berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukan 

evaluasi kinerja tidak efektif dan nilai 5 (sangat setuju) untuk menunjukan 

Evaluasi kinerja sudah efektif. 

 
3.2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan LAN Tahun 2008 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik. Variabel ini diukur dengan instrumen 

yang telah digunakan oleh Haspiarti (2012) berdasarkan 4 indikator perencanaan 

stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi 

kinerja bagi perbaikan kinerja. Yang dikembangkan menjadi daftar pernyataan 

terdiri dari 10 pernyataan. AKIP di ukur berdasarkan skala Likert 1-5, maksudnya 

nilai 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan AKIP tidak efektif dan nilai 5 (sangat 

setuju) untuk menunjukan AKIP sudah efektif.  

 
3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012). Menurut 

Sugiono (2012) yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 

Bengkulu. Sampel pada penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 

Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu populasi sama dengan 

sampel. 

 
3.4  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey dengan 

menggunakan data primer yang dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pernyataan yang 

disebut kuesioner yang disebar langsung ke seluruh SKPD di Kota Bengkulu. 

Media kuesioner akan berisi daftar pernyataan secara terstruktur yang 

memberikan beberapa pilihan jawaban alternatif yang sesuai dengan proporsisi 

masing-masing pernyataan. Responden lalu memilih salah satu alternatif jawaban 

sesuai opininya. Selain itu pengumpulan data juga bersumber dari buku panduan, 

studi kepustakaan, literatur-literatur serta sumber lain yang relevan. 

 
3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih dapat diinterprestasikan. Data yang dihimpun dari hasil penelitian di 

lapangan akan penulis bandingkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan 

analisis untuk menarik kesimpulannya. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara kuantitatif. Ada beberapa tehnik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 
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3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011) Agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai 

dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi 

antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. 

Pengujian ini menggunakan metode Pearson Corelation dimana peneliti 

ingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan tiap konstruknya akan dikatakan valid 

apabila signifikan pada level 0.05 (Ghozali,2011).  

 
3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal 

yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima (Ghozali, 

2011). Uji reliabilitas ini menggunakan tehnik Cronbach’s alpha (α). Kriteria 

suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila 

koefisien reliabilitas ( ri ) > 0,7 (Ghozali, 2011).  

 
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, yang pertama akan dilakukan 

pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasik 

yang digunakan yaitu : 
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3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila 

sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu Kolmogrov – 

Smirnov test. Jika nilai signifikan dari pengujian One-Sample Kolmogorov 

SmirnovTest> 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011). 

 
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel independen dari model yang 

diteliti. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas. 

Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitas 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varian inflantion (VIF). Artinya, 

apabila nilai tolerance< 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas 

antara variabel independen. Sebaliknya, jika tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, 

maka tidak akan  terjadi multikolinearitas antara variabel independen (Ghozali, 

2011). 
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians 

tidak konstan. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas. Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah dengan uji glejser dengan 

probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan α = 5% atau 0.05 (Ghozali, 

2011). 

 
3.5.2.4 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis 

linier berganda (Multiple Linier Regresion) yang digunakan untuk mempengaruhi 

ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan persamaan : 

 Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+e 

   Keterangan: 

   Y   = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

   α    = Konstanta 

   β    = Koefisien regresi Transparansi 

   X1  = Perencanaan Anggaran berbasis kinerja 

   X2  = Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja 

   X3  = Pelaporan Anggaran berbasis kinerja 

   X4  = Evaluasi Kinerja Anggaran berbasis kinerja 
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3.5.2.5 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan berpangaruh signifkan terhadap variabel dependen. Jika melihat hasil 

probabilities value > derajat kepercayaan  0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Namun jika probabilities value < derajat kepercayaan 0.05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

 
3.5.2.6 Uji t (Uji parsial)  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakan variabel independen secara 

parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat 

signifikan yang digunakan adalah 0.05. apabila nilai probabilities value > derajat 

keyakinan 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, namun jika probabilities value < 

0.05 Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




